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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 217 /PMK.05/2020
TENTANG
PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN
PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020 DAN AKAN DILANJUTKAN
PADA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung optimalisasi dan efisiensi
pelaksanaan anggaran atas penyelesaian pekerjaan yang
tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran
2020 yang disebabkan oleh adanya pandemi Corona Virus
Disease 2019, serta memperhatikan kebijakan anggaran
pada tahun anggaran 2021, perlu mengatur secara
khusus ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran
untuk penyelesaian pekerjaan pada masa pandemi
Corona Virus Disease 2019 yang tidak terselesaikan
sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 dan akan
dilanjutkan ke tahun anggaran 2021.

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku
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Mengingat

Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan
kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan
Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan pada
Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang Tidak
Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran

2020 dan akan Dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2021;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6267);

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
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6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
229/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN

1.

ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN
PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 YANG
TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN
ANGGARAN 2020 DAN AKAN DILANJUTKAN PADA TAHUN
ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan
sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada
kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran pendapatan dan belanja negara.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat
KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang
memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara (BUN) untuk

melaksanakan sebagian fungsi kuasa BUN.
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4. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah
pembayaran yang dilakukan langsung kepada bendahara
pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat
keputusan, surat tugas, atau surat perintah kerja lainnya melalui
penerbitan surat perintah membayar langsung.

5. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah
dokumen legalitas penyerahan hasil pekerjaan dari penyedia barang/jasa
kepada pemberi kerja.

6. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang selanjutnya disingkat BAPP
adalah dokumen legalitas untuk dijadikan sebagai bahan bukti pekerjaan
telah selesai dikerjakan sesuai dengan kontrak.

7. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia
barang/jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.

8. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis
yang dikeluarkan oleh bank umum/perusahaan penjaminan/perusahaan
asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang
pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

9. Jaminan Pemeliharaan adalah Jaminan tertulis dari penerbit Jaminan
sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai
pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menjamin bahwa dalam hal
penyedia barang/jasa tidak melaksanakan pekerjaan pemeliharaan yang
telah dilakukan pembayarannya maka penjamin akan membayar kepada
PPK sebesar nilai Jaminan.

10. Jaminan atas Pembayaran untuk Tagihan Pihak Ketiga atas Kontrak yang
Prestasi Pekerjaannya Belum Mencapai 100% (seratus persen) pada Akhir
Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut Jaminan Pembayaran Akhir
Tahun Anggaran adalah Jaminan tertulis dari bank dengan nilai Jaminan
paling sedikit sebesar persentase pekerjaan yang belum diselesaikan untuk
menjamin bahwa dalam hal penyedia barang/jasa tidak menyelesaikan
pekerjaan yang telah dilakukan pembayarannya, sehingga penjamin akan

membayar kepada PPK sebesar nilai Jaminan.

BAB II
RUANG LINGKUP
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Pasal 2
(1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan anggaran dalam
rangka penyelesaian pekerjaan pada masa pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun
Anggaran 2020 dan akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2021.
(2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pekerjaan dari
suatu Kontrak yang:
a. dibiayai dari rupiah murni;
b. pembayarannya dilakukan melalui mekanisme
Pembayaran LS kontraktual dengan lampiran
Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran; dan
c. ditandatangani paling lambat tanggal
30 November 2020.
(3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Kontrak tahunan
dan Kontrak tahun jamak pada akhir masa Kontrak.
(4) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk:
a. pekerjaan dalam rangka penanganan pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan program
pemulihan ekonomi nasional; dan
b. pengadaan alat utama sistem persenjataan Tentara

Nasional Indonesia.

BAB III
PENYELESAIAN PEKERJAAN
YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020

Bagian Kesatu
Keputusan Penyelesaian Sisa Pekerjaan

ke Tahun Berikutnya

Pasal 3
(1) Sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan
akhir Tahun Anggaran 2020 dapat dilanjutkan
penyelesaiannya ke Tahun Anggaran 2021 sepanjang

memenuhi ketentuan sebagai berikut:



